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wALI Ko皿s工BOLGA

pROv重Ns重suMATERA u皿RA

PERATURAN WALI KOTA S量BOLGA

NOMOR 114 TAHUN 2022

TBN恥NG

PENYELENGGARAAN S【STEM PENGBNDAしIAN重NTERN PBMER重NTAH

D工LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA slBo鵬A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA S萱BOしGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan

Pcme正ntah Nomor　60　Tahun　2008　tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, yak正Ketentuan mengenai

Sistem Pengendalian暮ntem Pemehntah (SPIP) di lingkung紬

pcme轟ntah daerah diatur lebih la車ut dengan Peraturan

Walikota, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Wall Kota

tent狐g SPIP di轟ngkungan Pemer血tah K〇日Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pe轟i皿bangan sebagai脚a dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggara狐Sistem PengendaHan lnte皿Pemehntah di

Lin8kungan Pemerintah Kota Siholga;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pembentuk紬　Dae｢ah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Nega｢a Repub轟k　事ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Und狐g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tent紬g

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tanbahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali tera皿ir dengan Undang-Und孤g No血or 9

Tahun 2015 ten屯ng Pembah紬kedua atas Undang-Und狐g

Nomor　23　Tahun　2014　tentang Peme正ntahan Daerah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemehntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2008　Nomor 127, Tanbahan Lembaran

Neg狐a Republik Indonesia Nomor 4890) ;

4. Pe調t地raれ.…



4. Peraturan Peme轟ntah Nomor 12　Tahun　2017　tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemehntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

5. Peraturan Pcme轟ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Mente轟　Dalam Negeri Nomor　23　Tahun　2007

tcntang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Peme玉ntahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mente正Dala皿Nege正Nomor 8

Tahun　2009　tentang Pe則bahan aぬs Peraturan Menteh

Dalam Nege正Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

Cara Pengawa組n atas Penyelenggaraan Pemerinta血an

Daerah;

7. Peraturan Menteh Dal狐　Negeri Nomor　80　Tahun　2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bc正ta Negara

Republik量ndonesia Tahun 201 5 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteh Dalam

Nege正　No皿or 120 Tahun　2018　tentang Perubahan Atas

Peraturan Mente正　Dalam Negeri Nomor　80　Tahun　2015

Tentang Pcmbentukan P｢oduk Hukum Daerah (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomo｢ I 57〉;

8. Peratu剛　Kepala Bad狐　Pengawas紬　Keua皿gan dan

Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/20 1 2 tent紬g Pedo皿an

Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkung和　漢nstansi

Peme正ntah ;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor　6　Tahun　2018　tentang Pedoman

Pengawas紬lntem Berbasis Risiko;

10. Peraturan Wali Kota Sib○○ga Nomor 01 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, se轟a Tugas dan Fungsi

lnspcktorat Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga

Tahun 2020 No皿or 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDAL暮AN INTERN

PBMERINTAH DI L量NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

BABI

KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wall Koねini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Peme止ntah Daerah adalah Peme正ntah Kota Sibolga.

3.胸1事Koでa.…



3. Wali Kota ada重ah Wali Kota Kota Sibolga.

4. Sekretahs Daerah adalah Se血etaris Daerah Kota Sibolga.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6.萱nspektorat daerah adalah量nspektorat Kota Sibolga･

7. Sistem Pengendalian lntern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara皿enye賞uruh

di lingkungan peme正ntah daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan

keヰa pe則gkat daerah臆1ingkungan Peme重十ntah Kota Sibolga.

9. P匂abat Fungsional Pengawas Penyelengga輪an Umsan Pemehntahan Daerah

y紬g sela巾utnya disebut PPUPD adalah PNS yang dibeh tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pej’abat yang Berwenang untuk

melakukan kegiatan pengawas紬atas penyelenggaraan u｢usan pemehntahan

konkuren.

10. Sistem Pengendalian lntern adalah proses yang integral pada dndakan dan

kegiatan yang dilakuk劃secara te重us menems oleh pimpin紬dan seluruh

pegawal untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi mel址ui kegiatan yang efektif dan e正sien, keanda重an pelaporan

keuangan, pengaman狐　barang milik daerah, dan ketaat紬　terhadap

peraturan perundang-undangan.

1 1. Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah Sistem Pengendalian量ntem yang diselengga重akan secara menyeluruh

di lingkungan Pe皿e轟ntah Kota Sibolga.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara紬tugas

dan血ngsi organisasi dala皿rangka皿e皿be正kan keya血n紬yang memadai

bahwa ke由ata皿telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara e鮭k調dan e粛sien untuk kepen亡血gan pimpimn dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang balk.

13･ Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam工nstansi Peme正ntah y劃g

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

14. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemun8kinan kejadian yang

mengancam pencapai紬tujuan dan sasaran lnstansi Peme正ntah.

15･ Kegiat紬Pengendalian adalah t血dakan y紬g d王perlukan untuk mengatasi

正siko se正a penetapan dan pelaksana紬　ke坤ak劃　d紬　prosedur untuk

memastik狐　bahwa tindakan mengatasi hsiko telah dilaksanakan secara

efektif.

16. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan dal劃rangka penyelengga重aan tugas dan血ngsi

量nstansi Peme正ntah.

17･ Komunikasi adalah proses penya皿paian pesan atau infbmasi dengan

menggunakan simbol atau lambang tertentu balk secara langsung maupun

心dak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

18･ Pemantauan Pcngcndali紬lntem adalah proses penilai劃atas mutu kine重ja

sistem pengendaⅡan intern dan proses yang皿emberikan keya虹nan bahwa

temuan audit dan evaluasi la止nya segera dit血da虹a可uti.

19.A工4d克.‥



19. Audit adalah proses工den軸kasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, Objektif dan Profesional berdasarkan standar

audit, untuk menilai kebenaran, kecematan, kredibilitas, efektivitas,

efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi lnstansi

Pemehntah.

20.Reviu adalah penelaah紬　ul紬g buk心-buk廿　suatu kegiat紬　untuk

memas寄kan bahwa kegiatan tersebut telah dilaks紬akan sesua土　dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi

suatu kcgiatan dengan standar, rencana, atau no血a yang telah ditetapkan,

dan menentukan　薫cktor-fal{tor yang mempcngaruhi keberhasilan atau

kegaga量an suatu kegiat孤dalam mencapai tujuan.

22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan

dalam mencapai t可uan y孤g telah ditetapk狐.

BAB11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud ditetapk狐nya Peraturan Wa血　Ko屯ini adalah sebagai panduan

pengendalian intern bagi seluruh OPD di lingkungan Pemehntah Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pe皿ehntahan yang廿anspa重an d餌akuntabel sesuai

dengan phnsip tata kelola peme正ntahan yang baik.

Pasal3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wall Kota血i adalah untuk :

a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

b keanda重an pelapor紬keuangan;

c. pengamanan barang milik daerah; din

d. ketaat紬terhadap peraturan perundang-undang紬.

BAB111

RUANG LINGKUP

Pasal4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. kelembagaan SP萱P;

b. unsur SPIP; dan

c. penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.

BABIV

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 5

(1) Wall Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di
Daerah.

/2/pe手やeier!ggciraa7i....



(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dik○○rdinasikan

oleh Sekretahs Dae｢ah.

(3) Setiap Kepala OPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP
di l血gkungan OPD masing masing.

(4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan :

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di

虹ngkungan Pemehntah Daerah temasuk akuntabilitas keuang孤

daerah; dan

b. pembinaan penyelenggaraan SP重P･

Pasa獲6

(1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemehntah
Dacrah, Wali Kota dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).

(2) Satgas SP重P mempakan血m pend劃ping bagi APIP dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pemb紬gunan (BPKP) sebagai Pembina penyelenggaraan

SP賞P, dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemehntah Daerah

(3) Pembentukan, susunan dan urai紬tugas Matu正tas SPIP ditetapkan dengan

Keputusan W血ikota terdih dad:

TIM SEKRETARIAT

k. K○○rdinator

1. Pengolah Data

in. Operator Komputer/Aplikasi

: 1. W狐iKota

: 2. Wakil Wall Kota

: Se虹eta正s Daerah

: Asisten Sekretahs Daerah

: Inspektur

: Kepala Bappeda

: Kepala Bagian Organisasi

: 1. Kepala Bagian Hukum

: 2. Sekretahs萱nspektorat

: 3.暮nspektur Pembantu I

: 4. Inspektur Pembantu重量

: 5.暮nspektur Pembantu Ill

: Apip Daerah (Inspektorat)

: 1. Apip Daerah (Inspektorat)

: 2. Apip Daerah (Inspektorat)

: 3. Apip Daerah (Inspektorat)

: 4. Apip Daerah (Inspektorat)

: 5. Apip Daerah (萱nspektorat)

: Apip Daerah (置nspektorat)

: Apip Daerah (Inspektorat)

: Apip Daerah (Inspektorat)



BAB V

UNSUR SISTEM PBNGENDAし量AN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) SPIp terdi玉atas unsur :

a. 1工ngkungan pengendalian ;

b. pengelolaan hsiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. in宣brmasi dan komunikasi; din

e, pemantauan pengendali紬intem.

(2) Penerapan unsur SP萱P sebagaimana di皿aksud pada ayat (i) dila瓦s紬aka皿

secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Bagian Kedua

L血gkungan Pengend瓢ian

Pasal 8

( I) Pimpinan OPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian

yang menimbulkan pehlaku posi心f dan kondusif untuk penerapan SPIP

dalam lingkungan ke【janya, melalui :

a. penegakan intcg正也s dan nilai e廿ka;

b･ komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan s血uktu｢ organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e, pendelegasi孤wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

f･ penyusunan dan penerapan ke坤akan y紬g sehat tentang pembina紬

sumber daya manusia;

9. perwujudan peran APIP yang efektif; dan

h･ hubungan keヰa yang ba出antar OPD dan instansi pemehntah terka王t

la王nnya.

(2) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD,
Kepala OPD dapat me皿bentuk Satuan Tugas (Satgas) di l血gkungan OPD

masing masing yang diketuai oleh Se血etahs OPD.

(3) Pembentu血n, susunan dan uraian tugas Satgas SP暮P sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan

susunan sebagai ber址ut:

a･ Penanggung Jawab opD　: Kepa重a OPD

Sekreta五s OPD

Pegawa上yang menang紬i Perencanaan din

Keu弧gan

Pegawa王yang men紬g狐i

Dokumenぬsi/Arsip dan berkemampuan

lnfbmasi, Teknologi Komputer.

Pαsal9　….



Pasal9

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(I) hum fa, paling kur狐g dilakukan dengan :

a･ menyusun dan menerapk狐aturan pe五〇aku dan penegaka皿disiplin pegawai;

b･ membe正kan keteladanan pelaks紬aan atur紬pe正量aku dan disiplin pada

se仕ap心ngkatan pimp血an di lingkungan Pemehntah Daerah;

c･ menegakkan　也ndak狐　disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap

keb主jak紬dan prosedur, atau pelanggaran te｢hadap aturan pe正laku dan

disiplin;

d･ me巾elaskan dan mempe巾anggungjawabkan adanya　血teⅣensi atau

pengabaian pengendalian intern; dan

e･ menghapus ke坤akan atau penugasan yang dapat mendorong pehlaku tidak

etis dan melanggar pe｢aturan disiplin pegawa王.

Pas粗10

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 8 ayat (1)

huruf b, paHng kurang dilakuk狐deng紬:

a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalan OPD;

b･ menyusun sta皿dar kompetensi untuk sedap tugas d細山ngsi pada mas血g-

masing posisi dalam OPD;

c･ menyelen綬arakan pela心han dan pembimbingan untuk皿embantu pegawai

mempertahankan dan meningka虹an kompe亡ensi peke寄a劃nya; dan

d･ memilih pimpinan OPD yang memiliki kema皿pu狐　manajehal dan

peng血am狐te血is yang luas da重am pengelola紬OPD.

Pasal11

Kepemi皿pinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dal狐Pasal 8 ayat (1)

huruf c, paling kurang ditunjukkan dengan :

a･ mempe巾imbangk狐正siko dalam pengambilan keputusa皿;

b. menerapkan manajemen berbasis kinelja dengan menyusun rencana strategis

(Rens廿a) sesuai Renc孤a Pembanguna皿Jangka Menengah Daerah (R鼠JMD),

menyusun rencana ke重ja tahunan yang mengacu kepada Rens廿a dan

menerapkan Sta皿dar Pelayanan Minim血(SPM) bagi OPD yang telah

ditetapk紬aturan SPM oleh pe皿ehntah pusat, mendukung血ngsi te競entu

dalam penerapan SP萱P, yang meliputi pencatatan dan pelapor狐keuangan,

sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan

pengawasan balk intern maupun ekstem;

c･ melindungi atas barang mink daerah din　血めmasi da轟　akses dan

penggunaan yang tidck sah;

d. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih

rendah; dan

e･ merespon secara posi請terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,

penganggaran, program, dan kegiatan.



Pasal12

(i) Pembentukan stⅢ虹ur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, pal血g kurang

dilakukan dengan :

a･ menyesua土kan denga皿uku即dan siぬt kegiatan OPD,

b. membehkan kejelasrm wewenang dan tanggungjawab dalam OPD,

c･ membe正kan k匂e血san hubungan dan je垂ang pelaporan intern d血am

OPD,

d. melaksanakan evaluasi dan penyesualan periodik terhadap struktur

organisasi sehubungan dengan pembahan lingkung劃s血ate産s: dan

e･ menetapkan jum獲ah pegawai yang sesua上, temtama untuk posisi

plmplnan･

(2) Penyusunan s廿uktur organisasi scbagaim劃a dimaksud pada争yat (1)

be叩edoma皿pada peraturan perundang-undangan,

Pasal13

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal　8　ayat (1) humf e, paling kurang dilaks紬akan dengan

mempe｢hat批an hal-hal sebaga王behkut :

a･ wewenang dibe正kan kepada pegawai yang tepat sesuai deng狐　t血gkat

tanggung jawabnya dalam rangka pencapai紬t可uan Peme轟ntah Daerah;

b･ pegawai y劃g dibeh wewenang sebagaimana dimaksud pada humf a,

memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang dibehkan terkait

deng紬pihak lain d血am lingkungan Pemehn亡ah Daerah; dan

c･ pegawai yang dibe轟　wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b,

memaha血　bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkalt

dengan penerapan SPIP.

Pasal14

(i) Penyusunan din　penerapan ke囲akan yang sehat ten屯ng pembinaan

sumber daya manusia sebagaiimana dimaksud dalan Pasal 8 ayat (1) huruf f

melipu心penetapanめmasi, pene正maan, pela亀han prajabatan dan dalam

jabatan, pengangkatan dal劃pangkat d紬jabatan, penila上an prestasi

pegawal, disiplin pegawai, sistem penggajian dan pemberhentian pegawai.

l2) Penyusunan dan penerap紬　ke坤akan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya m盆nusia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1〉, dilaks紬akan

dengan mcmperhatikan paling kurang h血-hal sebagai be正kut :

a. penetapan kebij’akan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai

sampai dengan pemberhen仕an pegawai;

b･ penelusur紬　latar belakang calon pegawai d血am proses

penehmaan/ re血utmen; dan

c･ supeⅣisi pe五〇dik yang memadai terhadap pegawai.

(3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

PasαlJ5....



Pasal15

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) hurufg, paling kur紬g beⅣ可ud :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan e鮭k心vitas pencapaian t可uan penyelenggaraan tug貧s dan Ålngsi seluruh

OPD di lingkungan Peme正n亡ah Daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

dalam penyelenggara紬　tugas clan　血ngsi selumh OPD di lingkungan

Pemehntah Daerah; dan

c･ memelihara dan meningka此an kualiぬs tata kelola penyelenggaraan tugas

dan血ngsi seluruh OPD di lingkungan Peme轟ntah Daerah.

Pasal 16

Hubungan keエゴa yang balk antar OPD di lingkungan Peme正ntah Kota Sibolga

dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf h diw巾udkan dengan ad紬ya mekanisme saling可i antar OPD terkait,

yaitu menc○c○kkan data y狐g saling terkait dad 2 (dua) atau lebih OPD dan/atau

instansi pemerintah yang berbeda.

Bagi紬Ke心ga

Pengelola組Risiko

Pasal17

(i)陣mpinan OPD wajib melakuk紬pengelolaan hsiko.

(2) Dalam rangka pengelolaam hsiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pimpinan OPD menetapkan :

a. t山uanopD; dan

b･ t可uan pada心ngkat紬kegiatan, deng孤be岬edoman pada peraturan

pem ndang- u nd狐gan.

(3) Pedom狐　pengelolaan　正siko di lingkungan Peme正ntah Kota Sibolga

ditetapk劃lebih la巾ut dengan Peratur弧Wali Kota.

Bagi餌Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal18

(1) Pimpinan OPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai

dengan ukuran, komp量eksitas, dan sぬt dan tugas dan血ngsi OPD yang

bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) , paling kurang mem王li貼karakte正stik sebagai behkut:

a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok OPD;

b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proscs penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus

OPD;

d･ kebiiakan dan prosedur ha則s diteぬpk紬secara te巾ulis;

e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilak粗nakan sesuai yang

ditetapkan secara te轟ulis; din

f keg調でaれ-.-.



f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan

bahwa kegia亡紬　亡erscbut mas血　sesuai din　be血ngsi sepe止i yang

d血arapkan I

(3) Kegiatan pengendalian sebagai皿ana dimaksud pada ayat ( 1) terdih atas :

a. reviu atas kinerja OPD yang bersangkutan;

b. pembina孤sumber daya m紬usia;

c. pengendalian a屯s pengelola弧sistem inめmasi;

d. pengendalian鯖sik atas barang milik daerah;

e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinelja;

f. pemisahan fungsi;

9. otohsasi a自s廿ansaksi dan k匂adi紬yang pen心ng;

h. pencatat劃yang akurat dan tepat waktu a屯s廿ansaksi da皿k匂adian;

i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j. akuntabilitas te｢hadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. dokumentasi yang balk atas sistem pengendalian intern serta transaksi

dan k匂adian pen心ng.

Pasal19

Reviu atas kinelja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a,

dilaks狐ak狐deng狐memb紬dingka皿kineヰa dengan tolok uku｢貼ne轟a yang

ditetapkan.

Pasal 20

(1) Setiap Pimpinan OPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18　ayat (3) huruf b yang

dik○○rdinasikan me重alui Bad紬Kepegawaian dan Pengembang紬Sumber

Daya M孤usia di Daerah.

(2) Da重a皿　melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), pimpinan OPD sekurang-kurangnya :

a. mengkomunikasikan visi, misi, tuju紬, n遭ai, dan s廿ategi Pemehntah

Daerah kepada pegawa王;

b. membuat s廿ate由pe｢encana紬dan pe皿bina紬sumber daya manusia di

Rngkungan OPD masing-皿asing yang mendukung pencapaian visi dan

misi Pemehntah Dae丁ah; dan

c.皿e皿buat uraian jabata皿, prosedur re虹u血en, program pendidikan dan

pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan

fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinelja,

se巾a rencana pengemb紬g狐ka貢r.

Pasal21

(1) Kegiatan pengendalian alas pengelo重aan sistem　血書bmasi sebagai皿na

dimaksud dalan Pasal 18 ayat (3) humf c dilakukan untuk memastikan

akurasi dan kelengkap紬infbmasi.

(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) me脆pu寄:



b･ pengendali孤aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a

tcrdi正atas :

a･ pengam紬紬sistem inめmasi;

b･ pengendalian atas akses;

c･ pengendalian atas pengembang紬dan perubahan pcrangkat lunak aplikasi;

d･ pengenda轟an atas perangkat lunak sistem;

e, pemisahan tugas; dan

f･ kon寄nuiぬs pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem infomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a,

paling kur紬g mencakup :

a･ pelaksana狐penila王孤hsiko sec頒a pe五〇dik yang komprehensif;

b･ pengembang紬　renc紬a y紬g secara jelas mengga皿barkan progr劃

peng劃紬an serぬke坤akan dan prosedur yang mendukun親iya;

c･ penetap紬organisasi untuk mengimplementasikan d狐皿engelola program

pengamanan ;

d･ pengura王an tmggun由awab pcnga皿anan secara ｣elas;

e言mplemen血si ke坤akan y紬g efek髄aぬs sumber daya皿紬usia terka王t deng紬

program pengaman劃; dan

f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan

program peng劃anan jika diperluk紬.

Pasal24

Pengendalian a自s akses sebagaimana di皿aksud dalam P盆sal 22 humf b, paling

kurang mencakup :

a.曲asi鯖kasi sumber daya sistem infbmasi berdasarkan kepen心ng紬　dan

sensitivitasnya ;

b. iden舶kasi pengguna yang berhak dan oめhsasi akses ke infbmasi secara

め-al;

c-　pengend血ian最sik dan pengendaぬn log蛇untuk mencegah dan mendeteksi

akses yang心dak diot〇五sasi; dan

d. pemantauan atas akses ke sistem infomasi) investigasi atas pelanggaran,

se轟a心ndakan perbaikan dan penegakan disipl血･

Pasal25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi

sebagaimam dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, paling ku｢ang mencakup :

a. otorisasi atas fitur pemprosesan sistem infomasi dan modifikasi program;

b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang

dimutakhirk紬; dan

c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas

kepustakaan per劃gkat lunak･

Pasal26....



Pasal26

Pengendali狐atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 hurufd, pal血g kur紬g mencakup :

a. pembatasan akses ke pera皿gkat lunak sistem berdasarkan tan蟹ung jawab

pekeljaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak

sistem; dan

c･ pengendali餌atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak

sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, paling kurang

mencakup :

a. iden舶kasi tugas yang心dak dapat digabungkan dan peneぬpan ke坤akan

untuk memisa血kan tugas tersebut;

b. penetapan pengendalian akses untuk pelaks紬aan pemisahan tugas; dan

c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi,

d紬reviu.

Pasal28

Kontinuitas pelayanan sebagalmana dimak§ud dalam Pasal 22 huruf f, paling

kurang mencakup :

a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya

pendukung atas kegiat劃ko皿pute轟sasi y狐g kh心s dan sensi叫

b. Iangkah-langkah pencegahan dan rhinimalisasi potensi kerusakan dan

terhen心nya operasi komputer;

c. pengemb劃g狐　d甜　pendokumentasi紬　renc紬a komprehensif untuk

mengatasi k匂adian竜dak tcrduga; dan

d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak

terduga dan melakukan penyesuai弧jka diperlukan･

Pasal 29

pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2 1 ayat (2) huruf b,

terdi正atas :

a･ pengendaHan ot〇五sasi;

b･ pengendalian kelengぬpan;

c･ pengend址ian akurasi; dan

d･ pengend瓢i紬terhadap keandal狐pe皿roses狐d餌珊e data･

Pasal30

pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 29 huruf a, paling

kur紬g mencakup :

a. pengend狐i狐terhadap doku皿en sumber,

b. penges血狐a屯s dokumen sumber,

c. pembatasan akses ke teminal entri data, dan

d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh

data yang diproses te宣ah diotohsasi.　　　　　　　　　　　　　pflsa開



Pasal31

Pengendali紬　kelengkapan sebaga土m紬a dimaksud dalam Pasal　29　huruf b

sekurang-kurangnya mencakup :

a･ pengenthan dan pemrosesan seluruh廿ansaksi yang telah diotohsasi ke dalam

komputer; dan

b. pelaksanaan rekons皿asi data untuk memve五組kasi kelengkapan data.

Pasal32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c paling

kurang皿encakup :

a. pengguna狐desain ent轟da屯untuk mendukung akurasi data;

b. pelaksanaan validasi data untuk mengiden互角kasi data yang salah;

c･ pencatatan, pclaporan, inves心gasi, dan perbaik紬data yang salah dengan

segeral; dan

d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas

data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap keandal紬　pemproses劃　d細　則e da血　sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, p血ing kurang mencakup :

a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data

versi ter施ni digunakan sel狐a pemrosesan;

b, penggunaan program y紬g memiliki prosedur untuk memve玉算kasi bahwa

versi静1e komputer yang sesuai digunakan sel劃a pemrosesan ;

c･ penggunaan program yang皿emiliki prosedur untuk皿engecek intemal鮒e

header labels sebe量um pemprosesan;

d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersanaan.

Pas瓢34

(I)円mpinan OPD di lingkungan Pe皿e正ntah Daerah harus me重aks紬akan

pengendalian risik atas barang milik daerah sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) humid.

(2) Dalam melaksanakan pengendali孤　島sik atas barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD harus menetapkan,

mengimplementasik紬, dan mengkomunikasikan kepada selumh pegawai :

a･ rencana identi角kasi, keb主jakan, dan p調sedur pengamanan鱒sik; din

b. renc紬a pemulihan setelah bencana.

Pas∈止35

(I) Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan

mereviu indika亡or dan ukuran虹ne寄a sebaga王mana dimaksud d瓢am Pasal

18 ayat (3) hurufc.

(2) Dalam melaks紬aka皿　penetap狐　dan reviu indikaめr dan pengukuran

址ne宣ja sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), pimp血an OPD hams :

a. menetapkan ukuran dan indikator kineq‘a;

b･ mereviu d紬melakukan validasi sec組a pe正od毘atas ketetapan dan



c. mengevaluasi fcktor penilaian pengukuran kinelja; dan

d. memb紬dingkan secara teⅢs-menems data capaian kine教ja dengan

sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut･

Pasal 36

(1)曲mpinan OPD hams melakuka皿pemisah劃血ngsi sebagaimana di皿aksud

dalan Pasal 18 ayat (3) huruff.

(2) Dalam melaksanakan pemisahan請ngsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pimpinan OPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi

atau k匂adian也dak d並endalikan oleh 1 (satu) or紬g･

Pasal 37

(1) Pimpinan OPD wajib me]akukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang

penting sebagalmana dimaksud dalan Pasal 18 ayat (3) huruf g.

(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana

dimaksud pada ayat (I), pimpinan OPD harus menetapkan dan

mengkomunikasikan syarat dan ketentuan ot〇五sasi kepada selumh

pegawai.

Pasal38

(1) Pimp血an OPD melakukan pencatata皿yang akurat d劃tepat waktu atas

transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 ayat (3)

humfh.

(2) Dalan melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , pimpinan OPD per重u memper心血bangkan :

a.廿ansaksi dan k匂adian di曲asi債kasikan deng紬　tepat dan dicaねt

segera; dan

b. klasi範kasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dal狐selu調h sklus

transaksi atau kejadian.

Pasal39

(1)皿mpinan OPD memba屯si akses atas sumber daya dan pencatatamya

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan

akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana

dimaksud dal狐Pasal 18争yat (3) hurufj.

(2) Dalam melal{srmakan pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatamya sebagalmana dimaksud pada ayat (1), OPD memberikan
akses hanya kepada pegawal yang bervenang dan melakukan reviu atas

pembatasan tersebut secara berkala･

(3) D確am menetapkan akuntabili書as terhadap sumber daya dan pencatatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pi皿pinan OPD menugaskan pegawai

yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan

pencatat狐nya se巾a melakukan reviu atas penugasan tersebut secara

berkala.

PasaJ40...



Pasal40

(1) Hmp血an OPD menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurufk.

(2) Dal劃menyelen裳arak劃dokumcntasi y紬g balk sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (1) pimpin狐OPD memili虹, mcngelola, memel血ara, dan sccara

berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup selumh sistem

pengendalian intern se巾a廿ansaksi dan k匂adian pen色ng･

Bagian Keli皿a

暮nfbmasi d孤Komunikasi

Pasal41

Pimpinan OPD mengiden舶kasi, mencatat, dan mengkomunikasikan infomasi

d瓢am bentuk dan waktu y狐g tepat.

Pas瓢42

(I) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal　41

diselenggarakan secara efektif.

(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud

pada a)Tat ( 1), pimpinan工nstansi Pcme正ntah harus sekurang-kur劃gnya :

a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi, dan

b. mengelola, mengembangkan, d餌memperbami sistem血めmasi secara

terus menems.

Bagian Keen劃

Pemantauan Pengendalian Intern

Pas瓢43

(1) Hmpinan OPD melakukan pemantauan sp量P

(2) Pem紬tauan SP暮P sebagai皿狐a dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan

melalui :

a. pemantauan berkelanjutan;

b. evaluasi te重やisah; dan

c.竜ndak !a巾ut rekomendasi basil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf

aL diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,

rekonsiliasi, dan dndakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

(1) Evaluasi te工pisah sebagaim紬a dimaksud dal劃Pasal 43 ayat (2) huruf b

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas

SPIP.

/2) EL/afuαsi..



(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah atau pihck ekstemal pemerintah Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

(3) Ev血uasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan da紅ar　可i

pengenda虹an intern yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemndang-

undangan yang berlaku.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c harus segera diselesaikan dan dilaksanakan

sesua王　dengan mekanisme penyclesaian rekomendasi hasil audit dan reviu

l貧innya yang ditetapkan.

BAB VI

PENGUATAN EFEKTIV重TAS PENYELBNGGARAAN SPIP

Bagi紬Kesatu

Umum

Pasal47

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian lntern

sebaga王mana dimaksud dilakukan :

a. pengawas狐intem atas penyelenggaraan tugas dan血ngsi OPD; dan

b. pembinaan penyelenggaraan SP量P.

Bagian Kedua

Pengawasan萱ntem atas Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi OPD

Pasal 48

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal　47　huruf a

dilakuk紬oleh Aparat pengawas紬lntem Pe皿er血tah (AP暮P).

(2) AP【P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawas劃intem

mela重ui :

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pema皿tauan; din

e. kcgiat紬pengawasan lainnya.

Pasal49

(1) APIP sebagaimana dimaksud dalan Pasal 48 ayat (1) adalah lnspektorat

Daerah.

(2) Inspektorat Daerah melakukan pengawas紬　te｢hadap selumh kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kelja perangkat

daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal50....



Pasal50

(1) Audit sebagaimana dimaksud d血am Pasal 48 ayat (2) bumf a, terdi正atas :

a. Audit虹nc工ja; dan

b, Audit dengan t可u紬tertcntu･

(2) Audit貼nc重ja sebagaimana dim盆ksud pada ayat (1) humf a meⅢpak劃audi亡

atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD

di lingkungan Pemerintah Daerah yang te血i正atas aspek kehemat紬,

e島siensi, dan efek心vitas.

(3) Audit dengan tujuan te巾entu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bumf b

mencakup audit yang心dak termasuk dalam audit貼ne重ja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal51

(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemehntah Daerah dilakuk狐oleh

p匂abat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawas狐dan yang telah

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan P2UPD･

(2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan P2UPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan

program se巾i個kasi.

(3) Ke哩akan yang berkaitan deng孤progr劃se正i窟kasi sebaga王mana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh inst狐si pembina jabatan血ngsional sesua王

peratu｢an peru ndang- u ndangan.

Pasal 52

(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalan Pasal 51

ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib ditaati oleh pejabat yang

dimaksud.

(2) Kode edk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)血susun oleh organisasi

pro艇si auditor denga皿mengacu pada pedo皿an yang ditetapk弧peme轟ntah･

Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar

audiし

(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal　51 ayat (1) wajib

melaksanakan audit sesuai deng紬st狐dar audit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) St紬dar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi

profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh

pe皿ehntah.



Pasal54

( 1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil

pengawasan dan meny狐paik紬nya kepada pimpimn OPD di L血gkung劃

Peme正ntah Daerah y孤g diawasi.

(2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I),

Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtis紬laporan hasil

pengawasan kepada Wali Kota sesua上dengan kewenang紬dan tan筏ung

jawabnya.

Pasal 55

( 1) Untuk me可aga mutu hasil audit AP量P, secara berkala dilaks紬akan telaahan

s匂awat.

(2) Pedoman telaah紬s匂awat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disusun

oleh organisasi profesi auditor.

Pasa｣ 56

APIP dalan melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 57

Inspektorat di lingkung紬Pemehnt血KoぬSibo重ga melakuk劃｢eviu atas lapo｢紬

keuangan peme止ntah daerah sebelum disampaikan Wall Kota kepada Badan

Pemehksa Keuang狐.

Bagi餌Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 58

(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pacal 47

huruf b melipu宜:

a･ Penyusunan pedom狐te血is penyelenggaraan SPIP,

b. Sosialisasi SPIP,

c･ Pendidikan d紬pe血也han SPIP,

d. Pembimb血gan dan konsultansi SPIP: dan

e･ Peningkatan kompetensi auditor AP重P melipu心　penyelen徳和aan

pendidikan dan pela仕h紬, penelitian dan pengembang狐, dan

pembinaan jabatan血ngsional dibidang audit.

(2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada pasal 47

dilakukan oleh BPKP.

(3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP

dilaksanakan oleh BPKP.

(4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan

konsultansi SPIP dapat dilakukan o量eh量nsta皿si Peme｢血tah la血setelah

berk○○rdinasi dengan BPKP､

BAB VⅡ….




